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ABSTRAK 

Pembangunan ekonomi Indonesia sangat tergantung pada 

pembangunan ekonomi daerah. Pemerintah daerah berhak mengatur 

sendiri keuangan daerahnya dengan hak otonomi daerah yang dimiliki 

mampu memaksimalkan potensi daerahnya melalui kontribusi pajak 

daerah dan retribusi daerah yang nantinya dapat meningkatkan 

pendapatan asli daerah. Besar kecilnya PAD akan membantu dalam 

menunjang belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja modal 

guna menambah sarana prasarana. Apabila pembiayaan belanja modal 

dikelola dengan baik maka pembangunan daerah dapat berjalan 

dengan  lancar. Hal tersebut dapat menciptakan kemandirian suatu 

daerah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana 

pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli 

daerah  dengan belanja modal sebagai variabel intervening tahun 

2015-2022. Penelitian ini bertujuan  mengetahui dan menganalisis 

pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli 

daerah  dengan belanja modal sebagai variabel intervening tahun 

2015-2022. 

Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan 

teknik pengumpulan data berupa dokumentasi. Teknik pengambilan 

sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan non-probability 

sampling. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah 

berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, retribusi daerah tidak 

berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, pajak daerah dan 

retribusi daerah secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal, 

pajak daerah berpengaruh terhadap belanja modal, retribusi daerah 

berpengaruh terhadap belanja modal, pajak daerah dan retribusi daerah 

secara simultan  tidak berpengaruh terhadap belanja modal, dan 

belanja modal tidak memediasi pengaruh pajak daerah terhadap 

pendapatan asli daerah, serta belanja modal tidak memediasi pengaruh 

retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.  

 

Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal, 

Pendapatan Asli Daerah 
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ABSTRACT 

Indonesia's economic development is highly dependent on 

regional economic development. The regional government has the right 

to regulate its regional finances with regional autonomy rights that are 

owned by being able to maximize the potential of the region through 

contributions to regional taxes and regional levies which can later 

increase local revenue. The size of the PAD will assist in supporting 

regional spending allocated for capital expenditures to increase 

infrastructure. If capital expenditure financing is managed properly, 

regional development can run smoothly. This can create the 

independence of an area. The formulation of the problem in this study is 

how the effect of regional taxes and regional levies on regional original 

income with capital expenditure as an intervening variable in 2015-2022. 

This study aims to determine and analyze the effect of local taxes and 

regional levies on local revenue with capital expenditure as an 

intervening variable in 2015-2022. 

The method used is a quantitative approach with data collection 

techniques in the form of documentation. The sampling technique in this 

study was using non-probability sampling. 

The results of this study indicate that namely local taxes have an 

effect on local original income, namely regional levies have no effect on 

regional original income, namely regional taxes and regional levies 

simultaneously have an effect on capital expenditure, namely regional 

taxes have an effect h on capital expenditure, namely regional levies have 

an effect on capital expenditure, namely regional taxes and regional 

levies simultaneously do not affect capital expenditure, and capital 

expenditure does not mediate the effect of regional taxes on regional 

original income, as well as expenditure capital does not mediate the 

effect of regional levies on local revenue. 

 

Keywords : Local Taxes, Regional Levies, Capital Expenditures, 

Local Revenue 
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MOTTO 

 

وََِاٰمَنَََمَنََْالْبِرَ َوَلٰكِنَ َوَالْمَغْرِبََِالْمَشْرِقََِقِبَلَََوُجُوْىَكُمََْتُ وَلُّوْاَاَنََْالْبِرَ َليَْسََ َوَالْيَ وْمََِباِللّٰ
كَةََِالْْٰخِرَِ وَالْيَتٰمٰىَالْقُرْبٰىَذَوِىَٖ  حُبِّوَعَلٰىَالْمَالَََوَاٰتَىَنَََٖ  وَالن بِيََّوَالْكِتٰبََِوَالْمَلٰٰۤىِٕ  

لِيْنَََالس بِيْلََِوَابْنَََوَالْمَسٰكِيْنََ َالز كٰوةَََوَاٰتَىَالص لٰوةَََوَاقََامَََالرِّقَابََِوَفىََِوَالس اٰۤىِٕ
ٖ  َوَالْمُوْفُ وْنََ بِريِْنَََعَاىَدُوْاَاِذَاَبِعَهْدِىِمَْ  َٖ  الْبَأْسََِوَحِيْنَََوَالض ر اٰۤءََِالْبَأْسَاٰۤءََِفِىَوَالصّٰ

كََ كَََٖ  صَدَقُ وْاَال ذِيْنَََاوُلٰٰۤىِٕ الْمُت  قُوْنَََىُمََُوَاوُلٰٰۤىِٕ  
 

“ Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan 

barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman 

kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-

nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak  

yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan)  

hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat;  

menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan,  

penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah  

orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang  

yang bertakwa “ 

(Q.S. Al-Baqarah : 177) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. PENEGASAN JUDUL 

Sebelum penulis memberikan penjelasan lebih lanjut 

mengenai penulisan skripsi ini, untuk menghindari salah 

penafsiran mengenai judul skripsi dan memudahkan pembaca 

dalam mengkaji dan memahami isinya, serta membatasi ruang 

lingkup penelitian, maka penulis akan menjelaskan dengan 

memberi arti pada beberapa istilah yang terkandung di dalam 

judul penelitian ini.  

Penelitian yang akan dilakukan ini berjudul 

“Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung Dengan 

Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening Tahun 2015-

2022 Menurut Perspektif Ekonomi Islam”. Adapun 

beberapa istilah yang perlu penulis uraikan yaitu sebagai 

berikut : 

Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal 

balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang 

mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi
1
. 

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang 

pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung 

yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan 

pembangunan Daerah
2
. 

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai 

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 

                                                             
1
 KBBI KBBI, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” Kementerian 

Pendidikan Dan Budaya, 2016. 
2
 Darwin, Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, 2010. 



 

 

2 

2 

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah 

untuk kepentingan orang pribadi atau badan
3
.  

Belanja Modal adalah belanja pemerintah dearah yang 

manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan 

menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan 

menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya 

pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. 

Kelompok belanja ini mencakup jenis belanja baik untuk 

bagian belanja aparatur daerah maupun pelayanan publik
4
. 

Variabel Intervening adalah variabel penyela atau antara 

yang terletak di antara variabel independen dan dependen, 

sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi 

berubahnya atau timbulnya variabel dependen
5
. 

Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan yang 

diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya 

sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
6
.   

Ekonomi Islam adalah penerapan konsep-konsep Alquran 

dan hadis, baik langsung maupun tidak langsung dengan 

ekonomi dalam menjalankan aktivitas ekonomi
7
.  

 

 

 

 

                                                             
3
 Marihot P Siahaan, “Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Edisi Revisi,” 

Jakarta: Rajawali Pers, 2010. 
4
 Menurut Mardiasmo dalam Mulia Andirfa, Hasan Basri, and M Shabri A 

Majid, “Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah 

Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Aceh,” Jurnal 

Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah 5, no. 3 (2016): 32. 
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B. Latar Belakang  

Pembangunan ekonomi Indonesia sangat tergantung 

pada pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan daerah 

dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai 

prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar 

dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan 

melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. 

Pemerintah daerah berhak mengatur sendiri keuangan 

daerahnya dengan sedikit campur tangan pemerintah pusat. 

Menurut Suharizal dan Chaniago, otonomi daerah diartikan 

sebagai suatu kebebasan atau kewenangan untuk mengambil 

dan membuat suatu keputusan politik ataupun administrasi 

yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku
8
. Daerah menghendaki diberikan keleluasaan dalam 

mengatur daerahnya masing-masing termasuk adanya 

pemerataan dana pembangunan. Hal ini yang telah membawa 

pemberlakuan kebijakan baru pemerintah tentang otonomi 

daerah. Menurut undang-undang UU Nomor 12 tahun 2008 

dan UU nomor 32 tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, 

wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
9
.  

Dalam otonomi daerah, daerah telah diberikan hak 

otonom untuk menentukan apakah yang menjadi kebutuhan 

dari daerah tersebut yang selalu disesuaikan dengan 

kepentingan nasional sebagaimana yang diatur dalam 

perundang-undangan negara
10

. Salah satu alasan dibentuknya 

otonomi daerah adalah daerah dapat memaksimalkan potensi 

                                                             
8
 Suharizal and Muslim Chaniago, Hukum Pemerintah Daerah: Setelah 

Perubahan UUD 1945 (Thafa Media, 2017). 
9
 Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 

Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah,” Jakarta (ID): RI, 2004. 
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 Sumario Sumario et al., Pendidikan Kewarganegaraan “Hakikat, Konsep 
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daerahnya sehingga pembangunan di pusat dapat berjalan 

seimbang dengan pembangunan di daerah. Menurut Ateng 

Syarifuddin mengartikan otonomi daerah sebagai kebebasan 

atau kemandirian yang dimiliki daerah tetapi bukan 

kemerdekaan, melainkan hanya kebebasan yang terbatas atau 

kemandirian yang terwujud melalui pemberian kesempatan 

yang harus dipertanggungjawabkan
11

. Daerah mempunyai 

wewenang dan tanggung jawab fiskal (Desentralisasi Fiskal), 

dimana tujuan desentralisasi fiskal adalah memberikan 

keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam mengatur 

daerahnya serta membuat kebijakan yang dapat menunjang 

potensi-potensi di daerahnya sehingga terciptanya 

kemandirian suatu daerah mengelola daerahnya dan 

mengurangi subsidi pemerintah, serta melakukan 

pembangunan yang merata untuk setiap daerah.  

Menurut Subandi, Pembangunan daerah merupakan 

suatu proses pemerintah daerah dan masyarakatnya dapat 

mengelola sumber daya atau potensi yang ada di daerahnya 

masing-masing, dan membentuk kerjasama dengan sektor 

swasta sehingga akan menciptakan lapangan pekerjaan baru 

dan dapat merangsang perkembangan dalam melakukan 

kegiatan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi dalam wilayah 

tersebut
12

. Adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi berasal 

dari Pendapatan Asli Derah (PAD) yang tinggi pula, maka 

disinilah peran otonomi daerah, yang dapat memperdayakan 

potensi daerah masing-masing. Pendapatan Asli Daerah 

merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut 

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan
13

. Jadi dengan demikian di dalam 
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menjalankan tugas dan fungsinya pemerintah daerah 

memerlukan sumber-sumber dana regional, oleh karena iu 

diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang cukup besar agar 

daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber 

pendapatan daerah. Pajak Daerah, yang disebut pajak, adalah 

kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat
14

. Pendapatan asli daerah yang 

utama dan sangat penting bagi pemerintah daerah yakni pajak 

daerah. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai 

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah 

untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah 

memiliki tujuan untuk memberikan izin atau jasa kepada 

masyarakat sehingga mereka dapat melaksnakan kegiatan 

mereka serta mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Suatu 

pembangunan akan berkelanjutan jika terjamin kontinuitas 

pembiayaan dan penerimaan daerah. Peran pajak daerah dan 

retribusi daerah sebagai penyokong terbesar dalam 

Pendapatan Asli Daerah sangatlah menentukan dalam 

menciptakan kesejahteraan masyarakat daerah.  Peningkatan 

pendapatan asli daerah dan pendapatan masyarakat 

merupakan sasaran penting dari kegiatan pengembangan 

potensi ekonomi daerah.  Dengan demikian dikaitkan dengan 

otonomi daerah, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan 

                                                             
14

Esti Purwandari, “Implikasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
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daerah dan pelaksanaan pembangunan daerah  sekarang ini 

lebih diutamakan usaha-usaha untuk meningkatkan 

pendapatan asli daerah (PAD), sehingga untuk membiayai 

urusan rumah tangganya diperlukan sumber-sumber 

pendapatan daerah terutama pajak daerah dan retribusi daerah 

dan dalam kondisi yang demikian tersebut membawa 

paradigma baru dalam pembangunan ekonomi daerah dengan 

timbulnya orientasi pembangunan daerah untuk pendapatan 

asli daerah. Didalam pelaksanannya pembangunan membawa 

dampak atau perubahan baik itu perubahan struktur ekonomi, 

sosial, fisik, wilayah, pola konsumsi, sumber alam, 

kebudayaan serta menghasilkan berbagai kemajuan di setiap 

bidang baik teknologi, produksi, manajemen dan informasi 

yang kesemuanya untuk meningkatkan kualitas hidup 

manusia. 

Besar kecilnya PAD akan mempengaruhi otonomi 

daerah dalam melaksanakan kebijakannya, semakin besar 

PAD maka kemampuan daerah akan lebih besar dan 

ketergantungan dengan pemerintah atasan berkurang
15

. Hal ini 

menunjukkan bahwa desentralisasi atau otonomi daerah 

menuntut pemerintah daerah untuk lebih bijak dalam hal pajak 

daerah dan retribusi daerah untuk peningkatan PAD. Dengan 

diberlakukannya otonomi daerah Kabupaten/Kota oleh pusat 

memberikan kesempatan yang besar bagi pemerintah daerah 

untuk memperbesar peranan dan kemampuannya dalam 

pelaksanaan pembangunan daerah yaitu dengan 

pengembangan potensi ekonomi melalui penggunaan sumber 

daya dan sektor-sektor strategis yang dimilikinya, sehingga 

penerapan pola pembangunan ekonomi daerah sebagai dasar 

kewenangan daerah dalam mengelola sumber daya yang ada 

harus menjadi landasan utama bagi daerah dalam bertindak. 

                                                             
15

 Yunita Anggarini and B Hendra Puranta, Anggaran Berbasis Kinerja: 
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Daerah yang berhasil meningkatkan PAD maka secara nyata 

dan mengindikasikan bahwa daerah tersebut telah dapat 

memanfaatkan potensi yang ada secara optimal kebijakan 

pemerintah daerah dalam melaksanakan APBD menjelaskan 

langkah-langkah spesifik untuk mewujudkan Provinsi 

Lampung yang sejahtera, dengan fokus pada pembangunan 

infrastruktur, pertanian, industri dan pariwisata, dan pelayanan 

publik
16

.  

Provinsi Lampung memiliki banyak potensi yang 

dapat digali untuk dapat dijadikan sumber pendapatan dari 

berbagai sektor. Provinsi Lampung terletak di wilayah yang 

strategis karena merupakan daerah transit kegiatan 

perekonomian antar pulau Sumatera dan pulau Jawa, sehingga 

menguntungkan bagi pertumbuhan dan pengembangan 

Provinsi Lampung sebagai pusat perdagangan, industri, dan 

pariwisata. Potensi Provinsi Lampung didukung oleh lokasi 

geografis yang sangat strategis, kedudukan yang dituju dalam 

kebijaksanaan tingkat nasional dan regional, pemandangan 

alam yang dapat dimanfaatkan untuk menarik wisatawan, 

keanekaragaman suku bangsa dan dukungan wilayah 

sekitarnya yang menunjang pertumbuhan dan perkembangan 

kota Bandar Lampung
17

. Secara administratif Provinsi 

Lampung terletak di paling selatan Pulau Sumatra. Secara 

geografis, sepanjang pantai sebelah barat dan selatan Provinsi 

Lampung berupa daerah yang berbukit-bukit sebagai 

sumbangan dari jalur Bukit Barisan di Pulau Sumatera. 

Provinsi Lampung memiliki 13 kabupaten dan 2 kota dengan 

                                                             
16

 Herlina Kurniati and Yulistia Devi, “Pengaruh Flypaper Effect Pada Dana 

Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Provinsi 

Lampung Tahun 2016-2019 Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” JES (Jurnal Ekonomi 

Syariah) 7, no. 2 (2022): 187–208. 
17

 Review Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPI-JM) Bidang 

Cipta Karya Kota Bandar Lampung, BAB II Profil Kota Bandar Lampung Review 

Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPI-JM) 
Bidang Cipta Karya Kota Bandar Lampung, “Https://Sippa.Ciptakarya.Pu.Go.id,” 20 

September, 2021. 
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ibu kota provinsinya terletak di Kota Bandar Lampung. 

Berikut Provinsi Lampung terdiri dari beberapa wilayah 

Kecamatan dan Kota dengan perincian sebagai berikut : 
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Tabel 1.1 

Jumlah Penduduk Provinsi Lampung Tahun 2022 

 

No Kabupaten/Kota Jumlah 

Penduduk 

(jiwa) 

1 Kabupaten Lampung Barat 303.397 

2 Kabupaten Tanggamus 562.898 

3 Kabupaten Lampung Selatan 1.081.115 

4 Kabupaten Lampung Timur 1.127.946 

5 Kabupaten Lampung Tengah  1.500.022 

6 Kabupaten Lampung Utara 635.129 

7 Kabupaten Waykanan 481.036 

8 Kabupaten Tulang Bawang 431.208 

9 Kabupaten Pesawaran 487.153 

10 Kabupaten Pringsewu 408.415 

11 Kabupaten Mesuji 232.685 

12 Kabupaten Tulang Bawang Barat 289.620 

13 Kabupaten Pesisir Barat 164.816 

14 Kota Bandar Lampung 1.209.937 

15 Kota Metro 171.169 

Sumber Data : data diolah dari Badan Pusat Statistik, 2022 

Berbagai cara dilakukan pemerintah daerah untuk 

meningkatkan pendapatan daerahnya dalam upaya pemenuhan 

pembiayaan pelayanan publiknya. Pertaman, pemerintah 

daerah memperolehh dana dari sumber-sumber yang 

dikategorikan PAD. Kedua, memperoleh transfer dana dari 

APBN dalam bentuk dana perimbangan. Ketiga, daerah 

memperoleh penerimaan dari sumber lainnya seperti bantuan 

dana kontingensi dan bantuan dana darurat.  

Dari ketiga sumber pendapatan daerah tersebut, 

Penerimaan PAD merupakan salah satu sumber pendapatan 

yang sangatlah penting bagi daerah karena pendapatan ini 

bersumber dari potensi daerah itu sendiri yang dipungut 

berdasarkan peraturan daerah.  
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Tabel 1.2  

Perkembangan Realisasi Pendapatan Kabupaten/Kota se-Provinsi 

Lampung 2017-2018 (ribu rupiah) 

 

Rincian 2017 2018 Perubahan 

(%) 

Penerimaan 

Daerah 

22.115.268.694,89 22.774.936.527,16 2,98 

Pendapatan 

Daerah 

21.224.707.065,40 21.763.769.643,82 2,54 

Pendapatan 

Asli Daerah 

1.946.514.939,90 1.755.317.338,90 (9,82) 

Dana 

Perimbangan 

15.232.247.423,16 15.401.585.464,78 1,11 

Lain-lain 

Pendapatan 

Daerah yang 

Sah 

4.032.298.720,05 4.606.866.840,14 14,25 

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018 

Realisasi penerimaan PAD Provinsi Lampung tahun 

2018 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 

2017, penerimaan daerah tahun 2018 naik 2,98 persen dari 

22,11 trilyun menjadi 22,77 trilyun. Namun pada sumber 

pendapatan asli daerah justru mengalami penurunan sebesar 

9,82 persen dibandingkan tahun 2017 yaitu dari 1,94 trilyun 

rupiah menjadi 1,75 trilyun rupiah. Dalam mengukur serta 

menilai kemampuan Pemerintah Daerah pada pembiayaan 

wilayahnya dapat dibandingkan antara realisasi penerimaan 

PAD serta total realisasi pendapatan yang dapat didefinisikan 

dengan rasio. Apabila semakin besar rasio yang dihasilkan 

maka pemerintah daerah dapat dikatakan semakin mandiri 

dalam membiayai pembangunan di wilayahnya. Namun 

apabila semakin kecil rasio berarti makin besar taraf 

ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. 

Ditinjau dari rasio PAD terhadap total pendapatan daerah, 

Provinsi Lampung pada tahun 2018 dengan rasio sumbangan  

PAD terhadap total pendapatan dalam menyediakan dana 
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pembangunan sebesar 40,35 persen dimana hal tersebut 

mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017.  

Menurut prinsip otonomi daerah dengan semakin 

besarnya kewenangan pemerintah pusat yang diberikan 

kepada pemerintah daerah maka peranan keuangan 

pemerintah daerah akan semakin penting karena daerah 

dituntut untuk dapat lebih aktif lagi dalam memobilisasi 

dananya sendiri. Maka dari itu, untuk meningkatkan PAD 

mereka nantinya akan digunakan untuk membiayai 

pengeluaran dan belanja daerah. Provinsi Lampung 

menduduki peringkat pertama dengan persentase realisasi 

belanja daerah APBD tertinggi tahun anggaran 2022 dengan 

capaian 97,25%. Rincian belanja pemerintah Provinsi 

Lampung digunakan untuk belanja keperluan operasional 

pegawai. Total anggaran belanja Provinsi Lampung di 2023 

sendiri direncanakan sebesar Rp 7,38 trilyun. Hal tersebut 

tertuang dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 

Tahun 2022. Dari jumlah tersebut, Pemprov Lampung 

menganggarkan Rp 72,44 miliar atau pengalokasiannya 

sebesar 0,98% untuk pemeliharaan jalan (termasuk untuk 

keperluan perbaikan jalan, pemeliharaan jaringan dan irigasi). 

Belanja daerah dan PAD memiliki korelasi yang positif
18

. 

Besar kecilnya PAD akan membantu dalam menunjang 

belanja daerah. Kemampuan daerah untuk menyediakan 

pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada 

kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi 

bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan 

perputaran dana untuk pembangunan daerah yang 

berkelanjutan. Belanja daerah kemudian dialokasikan untuk 

belanja modal dengan porsi yang semakin besar guna 

manambah sarana prasarana dan meningkatkan kesejahtraan 
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 Kurniati and Devi, “Pengaruh Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum 

Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 

2016-2019 Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” 
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masyarakat serta mengurangi angka kemiskinan yang ada. 

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran pemerintah 

untuk pembentukan modal daerah dalam peningkatan kualitas 

daerah baik yang bersifat fisik dan non fisik.  

Dalam hal pembiayaan belanja modal, pemerintah 

daerah dituntut agar menggunakan anggaran pengeluaran 

yang mampu membangun kemandirian ekonomi daerah 

dengan pertumbuhan ekonomi yang dapat diwujudkan oleh 

peningkatan pendapatan perkapita. Belanja Modal merupakan 

pencapaian atas apa yang direncanakan yang tertuang dalam 

kinerja keuangan, baik oleh pribadi maupun organisasi
19

. 

Penelitian Walidi 2008 menunjukkan bahwa belanja modal 

memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan perkapita. 

Sejalan dengan penelitian Darwanis dan Ryanda 2014 juga 

menyatakan belanja modal berpengaruh terhadap Pendapatan 

Asli Daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik juga 

akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah
20

. Belanja 

Modal merupakan belanja yang terkait dengan pemenuhan 

infrastruktur secara langsung dengan kegiatan yang 

dilaksanakan di Provinsi Lampung pada satu periode anggaran 

yang dikeluarkan guna melaksanakan kewajiban, wewenang, 

dan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah pusat 

pada dinyatakan dalam satuan ribu rupiah per penduduk.  

Dengan berkembang pesatnya pembangunan yang 

bersumber dari alokasi belanja modal diharapkan terjadi 

peningkatan kemandirian daerah dalam membiayai 

kegiatannya terutama dalam hal keuangan. Apabila 

pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka Belanja 

                                                             
19

 Bastian Indra, “Akuntansi Sektor Publik,” Jakarta: Erlangga, 2006. 
20

Anshor Wibowo and Monalisa Monalisa, “Pengaruh Belanja Modal 

Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening Terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi Daerah Di Kabupaten Bengkalis,” JAS (Jurnal Akuntansi Syariah) 3, no. 2 

(2019): 212–25. 
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Modal yang  dilakukan  terlaksana dengan  baik
21

. Sehingga 

Belanja modal juga dapat dijadikan sebagai variabel yang 

dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah. Untuk dapat 

mengetahui terjadinya peningkatan kemandirian daerah, 

pendapatan asli daerah bisa dijadikan sebagai tolak ukurnya 

karena PAD ini sendiri merupakan komponen yang penting 

yang mencerminkan bagaimana sebuah daerah dapat 

mendanai sendiri kegiatannya melalui komponen pendapatan 

yang murni dihasilkan melalui daerah tersebut. 

Pelaksanaan otonomi daerah dititikberatkan pada 

Kabupaten dan Kota dengan adanya penyerahan sejumlah 

kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. 

Penyerahan kewenangan tersebut dalam rangka desentralisasi 

tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan 

pembiayaan. Sumber pembiayaan yang sangat penting dikenal 

dengan istilah Pendapatan Asli Daerah dimana komponen 

utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen 

pajak daerah dan retribusi daerah. Konsekuensi pelaksanaan 

otonomi daerah adalah tuntutan untuk pemerintah daerah atau 

kota agar mampu membiayai sendiri penyelenggaraan 

pembangunan daerah serta pemberian pelayanan kepada 

masyarakat yang menjadi kewenangannya. Hal ini 

menandakan bahwa daerah harus berusaha agar meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah yang merupakan tolak ukut 

keberhasilan daerah dalam rangka melaksanakan otonomi 

daerah. Berikut ini disajikan Persentase Pendapatan Asli 

Daerah Pemerintah Provinsi Lampung selama periode 2015-

2021 :  
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Tabel 1.3 

Persentase Sumber Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi 

Lampung Tahun 2015-2021 

 

Rincian Tahun  

Persentase (%) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Pajak 
Daerah 

86,31 86,62 89,12 90,00 89,12 83,98 83,74 

Retribusi 
Daerah 

0,46 0,30 0,27 0,27 0,37 0,53 0,45 

Hasil 
Pengelolaan 

Kekayaan 

Daerah yang  

Dipisahkan 

1,13 1,13 1,00 0.97 0,92 1,05 1.03 

Lain-lain 

Pendapatan 
Daerah yang 

Sah  

10,90 11,95 9,61 8,76 9,61 14,44 14,79 

Sumber : data diolah dari Badan Pusat Statistik, 2015-2021 

Dari tabel diatas tampak bahwa dari tahun 2015 

sampai tahun 2018 pajak daerah sendiri masih menjadi 

penunjang sumber pendapatan asli daerah tertinggi diikuti 

tahu setelahnya yang mengalami penurunan akibat pandemic 

covid-10 hingga perlahan ditahun tahun setelahnya berusaha 

untuk kembali meningkatkan setiap sumber pendpaatan asli 

daerah melalui sector-sektor yang dapat digali. Seperti yang 

terlihat dalam tabel diatas sumber pendapatan asli daerah 

Provinsi Lampung sumbangan yang terbesar adalah dari 

penerimaan pajak daerah di tahun 2018 sehingga menjadi 

sumber pendapatan yang paling dominan yaitu 90,00 persen. 

Namun ditinjau dari rasio PAD terhadap total pendapatan 

daerah, Provinsi Lampung pada tahun 2018 dengan rasio 

sumbangan PAD terhadap total pendapatan dalam 

meyediakan dana pembangunan sebesar 40,35 persen yang 

dimana mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017. 

Retribusi yang merupakan bentuk penerimaan atas 
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penggunaan fasilitas pelayanan yang diberikan pemerintah 

Provinsi Lampung kepada masyarakat, hanya memberikan 

sumbangan terhadap PAD sebesar 0,53 persen. Rendahnya 

sumbangan retribusi daerah terhadap anggaran pendapatan 

daerah bisa saja terjadi karena pada saat perencanaan 

pemerintah kurang memiliki informasi sektor mana yang 

diperkirakan masyarakat akan banyaknya menggunakan 

fasilitas dalam bentuk pelayanan publik pemerintah. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa variabel terikat dalam penelitian ini 

yaitu pendapatan asli daerah muncul karena adanya 

ketidaksesuaian terhadap penerimaan pajak daerah, dimana 

pajak daerah merupakan sumber terbesar dalam berkontribusi 

pada peningkatan pendapatan asli daerah. Hal inilah yang 

dapat mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah. 

Kontribusi PAD dalam APBD merupakan salah satu indicator 

penting untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan 

otonomi daerah. Dimana tujuan otonomi daerah tersebut yaitu 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, akan terwujud 

jika daerah mampu meningkatkan pelayanan dan membiayai 

pembangunan dari sumber pembiayaan sendiri.  

Namun di beberapa kabupaten/kota Provinsi 

Lampung masih kurang optimal penerimaan baik pajak daerah 

maupun retribusi daerah dikarenakan masih terpengaruh pasca 

pandemi covid-19 yang menjadi masalah serius karena hal 

tersebut berakibat diberlakukanya Pembatasan Sosial Berskala 

Besar diberbagai daerah sehingga berpengaruh kepada 

perekonomian masyarakat khususnya di Provinsi Lampung, 

dimana banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, 

mengakibatkan Wajib Pajak (WP) lebih memilih untuk 

menunda pembayaran pajak untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Selain itu juga karena adanya pembatasan di 

beberapa wilayah mengakibatkan berkurangnya mobilitas 

masyarakat baik di wilayahnya ataupun untuk keluar daerah.  
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Pada pertengahan Juni 2021 Kabupaten Lampung 

Timur realisasi penerimaan pajak baru senilai Rp 33,9 M 

hanya sekitar  16.05 % dari target Rp 211,7 M. menurut Wakil 

Gubernur Lampung Utara kabupaten termiskin di Provinsi 

Lampung, apabila dilihat dari pencapaian target realisasi PBB 

pedesaan dan perkotaan tahun 2017-2019 cenderung 

fluktuatif. Maka dapat dikatakan Lampung Utara tidak stabil 

karena terjadi lonjakan naik turun. Kendala pembayaran pajak 

menjadi salah satu penyebab kurang sadarnya membayar 

pajak seperti di beberapa daerah terpencil karena kurangnya 

perbaikan pelayanan melalui peningkatan sarana dan 

prasarana. Selain itu kurangnya grup diskusi dengan 

stakeholder terkait merumuskan kebijakan yang tepat guna 

mengoptimalisasi penerimaan pajak daerah di daerah masing-

masing.  

Urgensi perolehan pajak di Provinsi Lampung sendiri 

saat ini kendaraan roda empat dan roda dua, menurut Bapenda 

Provinsi Lampung mencatat sebanyak 2,36 juta kendaraan 

roda empat dan roda dua di Lampung tidak membayar pajak 

kendaraan bermotor. Saat ini di Provinsi Lampung ada sekitar 

3.560.000 kendaraan yang terdaftar. Namun hanya 1,2 juta 

kendaraan yang membayar pajak, sisanya ada 2,36 juta 

kendaraan tidak bayar pajak dan sebagian besar adalah roda 

dua
22

. Penunggakan pembayaran pajak ini tentunya 

berdampak terhadap penerimaan pendapatan daerah yang 

semestinya dapat berguna untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan daerah seperti untuk pembangunan dan atau 

pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana 

transportasi umum. Perlu adanya tindak lanjut akan 

permasalahan tersebut dengan melalukan berbagai upaya 

seperti penghapusan data kendaraan yang sangat efektif 

dilakukan sehingga dapat diperoleh data yang berpotensi 

                                                             
22

 Sigit Pamungkas, “Kemendagri Setujui Pemutihan Pajak Kendaraan 

Bermotor Di Lampung, Berlaku Mulai April 2023,” Senin 27 Maret, 2023. 
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untuk ditarik pajaknya. Di Tahun 2021 pajak daerah realisasi 

hanya 61,32 % dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya . 

Pada tahun 2020 sampai tahun 2021 PAD masih dibawah 

rata-rata dibandingkan tahun tahun sebelumnya. Realisasi asli 

retribusi daerah tahun 2020 hanya 20,67 % yang capainnya 

menurun dibandingkan tahun 2019 yang realisasinya mencapa 

30,65 %. Hal ini dikarenakan dampak daripada pandemi 

covid-19 sebelumnya yang menyebabkan penurunan kualitas 

sumber daya manusia dibidang pendapatan dan peningkatan 

pelaksanaan pengawasan terhadap sumber-sumber 

pendapatan.  Berikut disajikan realisasi pendapatan asli daerah 

se-Provinsi Lampung: 

Tabel 1.4 

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi 

Lampung Tahun 2019-2021 

 
No Kab/Kota Realisasi (rupiah) 

2019 2020 2021 

1 Lampung Barat 65.267.416 61.219.465 71.498.892 

2 Tanggamus 76.050.778 76.828.494 95.786.639 

3 Lampung Selatan 275.464.317 289.838.306 295.717.851 

4 Lampung Timur 147.527.535 128.019.040 158.362.920 

5 Lampung Tengah 193.634.175 179.883.067 234.891.264 

6 Lampung Utara 101.829.440 108.672.849 104.328.396 

7 Waykanan 62.353.561 64.617.681 70.125.340 

8 Tulang Bawang 82.379.613 89.767.355 106.614.737 

9 Pesawaran 65.808.842 72.158.809 81.674.501 

10 Pringsewu 86.313.480 97.122.937 113.827.063 

11 Mesuji 39.595.944 50.558.310 56.989.389 

12 Tulang  

Bawang Barat 

32.410.517 41.093.467 46.579.011 

13 Pesisir Barat 29.323.369 27.813.379 28.360.235 

14 KotaBandar 

Lampung 

627.296.544 537.542.438 564.289.613 

15 Kota Metro 176.199.324 221.649.607 273.845.048 

Provinsi Lampung 2.061.454.861 2.046.785.209 2.302.890.905 

Sumber data : data diolah dari Badan Pusat Statistik, 2019-2021 
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Oleh karena itu, DPRD merekomendasikan pada 

pemerintah kabupaten/kota agar melakukan upaya 

peningkatan yang salah satunya adalah dengan meningkatkan 

kualitas sumberdaya manusia (SDM) dibidang pendapatan 

dan peningkatan pelaksanaa pengawasan terhadap sumber-

sumber pendapatan dan melakukan efektivitas pemungutan 

dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus 

diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang 

potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak dan 

retribusinya. 

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan hasil 

yang berbeda-beda. Diantaranya penelitian ang dilakukan oleh 

Sigit Adi, dkk 2021 menunjukkan bahwa pajak daerah secara 

parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Pada 

variabel retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Belanja Modal. Sementara itu, hasil penelitian secara 

simultan atau bersama-sama menunjukkan bahwa variabel 

pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan 

terhadap Belanja Modal di daerah Provinsi Jawa Tengah
23

.  

Hasil penelitian Sigit, dkk Tahun 2021 konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan oleh M. Zahari Tahun 2018 

yang menunjukkan hasil serupa bahwa pajak daerah dan 

retribusi daerah bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap belanja modal, artinya penerimaan pajak daerah dan 

retribusi daerah meningkat maka alokasi belanja modal akan 

meningkat pula. Namun tidak dengan retribusi daerah secara 

parsial tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal
24

.  

                                                             
23

 Sigit Adi Pratama, L M S Kristiyanti, and Sri Laksmi Pardanawati, 

“Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap 

Belanja Modal Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019,” 
Jurnal Akuntansi Dan Pajak 22, no. 2 (2022): 730–34. 
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 M Zahari, “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap 

Belanja Modal Di Kota Jambi,” Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 18, no. 3 

(2018): 635–46. 
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Berbeda dengan penelitian Sandry Yossi, dkk Tahun 

2015 yang menyatakan pajak daerah justru tidak memiliki 

pengaruh terhadap belanja modal, begitu pun variabel 

retribusi daerah juga tidak memiliki pengaruh terhadap 

belanja modal di Kabupaten Bolaang Mongondow
25

. Sejalan 

dengan penelitian ini, menurut Rudy Pudjut dan Chechelya 

Aulia Tahun 2021 juga berpendapat bahwa pajak daerah dan 

retribusi daerah baik secara parsial maupun simultan tidak 

memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Hal ini 

disebabkan karena realisasi penerimaan pajak daerah dan 

retribusi daerah pendapatannya relatif rendah atau kecil serta 

pengalokasian hanya mampu untuk kebutuhan belanja 

operasional yang sifatnya rutin sehingga tidak dapat 

memenuhi seluruh kebutuhan belanja modal
26

.   

Menurut pandangan Islam, basis dan tujuan syariat 

Islam adalah mendorong kemaslahatan manusia yang terletak 

pada perlindungan kepada keimanan, kehidupan, akal, 

keturunan dan kekayaan yang dimiliki oleh setiap manusia. 

Apapun yang menjamin terlindunginya kelima permasalahan 

ini akan memenuhi kepentingan umum, kemaslahatan yang 

terletak pada keadilan yang sempurna dan kebijaksanaan. 

Islam rumah tangga daerah dianalogikan sebagai rumah 

tangga keluarga dimana harus adanya kegiatan ekonomi yang 

mendatankan finansial untuk mencukupi dan melanjutkan 

keberlangsungan hidup, dalam Islam sumber pendapatan 

dalam suatu rumah tangga hendaknya dari sesuatu yang baik 

dan dianjurkan sesuai dengan yang telah disyariatkan dalam 

Al-Quran. Begitu juga dengan sumber Pendapatan Asli 

                                                             
25

 Sandry Mamonto, Josep Kalangi, and Krest Tolosang, “Pengaruh Pajak 

Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten 

Bolaang Mongondow Periode 2004-2013),” Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi 15, no. 
01 (2015): 1–14. 

26
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Daerah (PAD) yang seharusnya bersumber dari segala sector 

dan potensi yang dapat digali terkecuali sesuatu yang dilarang 

oleh Allah swt.   

Berdasarkan penelitian terdahulu ini terlihat berbagai 

macam hasil penelitian yang berbeda-beda sehingga peneliti 

ingin melakukan penelitian dengan menambahkan variabel 

intervening guna untuk mengetahui apakah dengan variabel 

tambahan tersebut justru akan lebih peningkatan PAD di 

daerah khususnya Provinsi Lampung atau tidak memiliki 

pengaruh bagi pendapatan asli daerahnya. Selain itu data yang 

ada, terlihat bahwa realisasi pajak daerah dan retribusi daerah 

belum mencapai target dikarenakan kurangnya kesadaran 

wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak dan retribusi 

daerah dan ada beberapa wajib pajak yang melakukan 

penunggakan terhadap pembayaran. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah 

terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung melalui 

Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. Maka penulis 

tertarik untuk mengkaji masalah penelitian tentang 

“Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung Dengan 

Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening Tahun 2015-

2022 Menurut Perspektif Islam”. 

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang diuraikan diatas 

untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan dibahas 

dan agar penelitian dilaksanakan secara fokus, maka penulis 

menetapkan batasan masalah dalam penelitian ini. Fokus 

masalah penelitian adalah tentang Pendapatan Asli Daerah 

Kota Bandar Lampung  Melalui Belanja Modal Sebagai 

Variabel Intervening Tahun 2015-2022. Adapun variabel 

bebas yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah 

Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Modal.  
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Apakah Pajak Daerah Berpengaruh Terhadap Pendapatan 

Asli Daerah di Provinsi Lampung Tahun 2015-2022?  

2. Apakah Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Lampung Tahun 

2015-2022?  

3. Apakah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berpengaruh 

Secara Simultan Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Provinsi Lampung Tahun 2015-2022? 

4. Apakah Pajak Daerah Berpengaruh Terhadap Belanja 

Modal Provinsi Lampung Tahun 2015-2022? 

5. Apakah Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Belanja 

Modal Provinsi Lampung Tahun 2015-2022? 

6. Apakah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berpengaruh 

Secara Simultan Terhadap Belanja Modal Provinsi 

Lampung Tahun 2015-2022? 

7. Bagaimana Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

Terhadap Pendapatan Asli Daerah Melalui Belanja Modal 

Sebagai Variabel Intervening di Provinsi Lampung Tahun 

2015-2022? 

8. Bagaimana Pajak Daerah Dalam Perspektif Ekonomi 

Islam ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian dalam permasalahan yang diteliti adalah sebagai 

berikut:  

1. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah di Provinsi  Lampung Tahun 

2015-2022 

2. Untuk mengetahui pengaruh Retribusi Daerah Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah di Provinsi  Lampung Tahun 

2015-2022 
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3. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Secara 

Simultan di Provinsi Lampung Tahun 2015-2022 

4. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah Terhadap 

Belanja Modal di Provinsi Lampung Tahun 2015-2022 

5. Untuk mengetahui pengaruh Retribusi Daerah Terhadap 

Belanja Modal di Provinsi Lampung Tahun 2015-2022 

6. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah Terhadap Belanja Modal Secara Simultan di 

Provinsi Lampung Tahun 2015-2022 

7. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Melalui 

Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening di Provinsi 

Lampung Tahun 2015-2022 

8. Untuk mengetahui bagaimana Pajak Daerah Dalam 

Perspektif Ekonomi Islam 

 

F. Manfaat Penelitian 

 

a. Secara Teoritis 

Pembahasan terkait permasalahan-permasalahan 

seperti yang telah diuraikan diatas, diharapkan akan 

memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai 

pengaruh pajak daerah, retribusi daerah terhadap 

pendapatan asli daerah dengan belanja modal sebagai 

variabel intervening di Kota Bandar Lampung. Bagi 

peneliti baru, diharapkan dapat dijadikan sumber 

informasi dan referensi untuk kemungkinan penelitian 

topik-topik yang berkaitan maupun bersifat melengkapi 

ataupun lanjutan. 

b. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi mahasiswa dan lapisan masyarakat luas terutama 

setiap orang yang ingin memperdalam ilmu Ekonomi 

Islam di setiap perguruan tinggi khususnya di Fakultas 
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Ekonomi dan Bisnis Islam dan menjadi masukkan bagi 

pemerintah dalam menetapkan kebijakan dalam bidang 

pajak daerah dan retribusi daerah yang ada di wilayahnya. 

 

G. Penelitian Terdahulu  

Beberapa literatur penelitian terdahulu terkait dengan 

pengaruh pajak daerah, retribusi daerah terhadap pendapatan asli 

daerah di Kota Bandar Lampung dengan belanja modal sebagai 

variabel intervening belum ditemukan penelitian yang membahas 

dengan topik judul yang sama dengan menggunakan data 

penelitian tambahan yakni variabel intervening untuk memediasi 

hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas dilihat 

dari data realisasi pajak daerah, retribusi daerh dan belanja modal 

dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021.  

Akhmad Imam Amrozi Pengaruh Belanja Modal 

Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Dengan Pendapatan 

Asli Daerah  Sebagai Variabel Intervening  (Studi Kasus Pada 

Pemerintah Kabupaten/Kota Di  Provinsi Jawa Timur) Tahun 

2016. Metode analisis yang digunakan yaitu statistik deskriptif, 

uji asumsi klasik, regresi linier berganda, dan analisis jalur. Hasil 

dari penelitian ini adalah Belanja Modal berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Asli 

Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan 

kinerja keuangan (rasio kemandirian), Pendapatan Asli Daerah 

berpengaruh positi dan signifikan terhadap pertumbuhan kinerja 

keuangan (kemampuan mobilisasi daerah), Pendapatan Asli 

Daerah tidak berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan 

terhadap pertumbuhan kinerja keuangan (efisiensi penggeluaran 

anggaran), Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara negatif 

dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan kinerja keuangan 

(sisa pengeluaran anggaran), Belanja Modal secara signifikan 

berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap pertumbuhan 
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kinerja keuangan dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai 

variabel intervening
27

. 

Puja Rizqy Ramadhan dengan judul Pengaruh Pajak 

Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara Tahun 2019 menggunakan 

metode kuantitatif Sampel dipilih dengan menggunakan metode 

sensus. Data diolah menggunakan metode uji statistik regresi 

linear berganda. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pajak 

daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Demikian juga halnya 

dengan retribusi daerah yang berpengaruh terhadap Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Adapun 

pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara simultan 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di 

Sumatera Utara
28

. 

Virgini Gabriela Runtu, Een Novritha Walewangko, 

Krest D Tolosang Tahun 2016 Pengaruh Pajak Dan Retribusi 

Terhadap Belanja Modal Kota Manado Periode 2005-2015. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat seberapa besar 

dua komponen utama PAD dalam bentuk pajak dan retribusi 

untuk menunjang alokasi anggaran belanja modal pemerintah. 

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari 

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulut, BAPEDDA Kota Manado 

dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dan 

menggunakan alat bantu SPSS. Hasil dalam penelitian ini adalah 

baik pajak maupun retribusi daerah kota Manado, berpengaruh 

positif terhadap alokasi belanja modal. Belanja Modal sendiri 

merupakan alokasi belanja dari pemerintah daerah untuk 

                                                             
27
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Pertumbuhan Kinerja Keuangan Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel 
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melaksanakan pembangunan yang ada di daerah yang nantinya 

diharapkan akan memberi dampak positif kepada perekonomian 

maupun peningkatan pendapatan daerah.  

I Putu Irvan dan Ni Luh Karmini dengan judul Pengaruh 

Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi  Dengan Belanja Modal Sebagai 

Variabel Intervening Tahun 2016. Tujuan dari penelitian ini yaitu 

1) Untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah dan 

dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi, 2) Untuk 

menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah dan dana 

perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja 

modal. Penelitian ini dilakukan pada seluruh Kabupaten/Kota di 

Provinsi Bali. Pengumpulan data yang dilakukan melalui 

dokumen-dokumen yang terdapat di BPS. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data sekunder dari tahun 2007-2013, 

sedangkan teknik analisis yang digunakan yaitu analisis jalur 

atau path analysis. Hasil analisis menunjukkan pendapatan asli 

daerah dan dana perimbangan memiliki pengaruh langsung 

positif dan signifikan terhadap belanja modal. Pendaptan asli 

daerah dan dana perimbangan memiliki pengaruh langsung 

positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi namun 

belanja modal memiliki pengaruh langsung negatif dan tidak 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
29

.  

Ayu Aldi Raviyanti, Sri Rahayu dan Dewa Putra 

Krishna Mahardika Pengaruh PAD, DAU, DAK Terhadap IPM 

Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada 

Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Tahun 2009-2013). Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar PAD, 

DAU, DAK, IPM dan Belanja Modal di Kabupaten/Kota 

Provinsi Papua selama tahun 2009-2013, serta mengetahui 

pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap IPM dengan BM 
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sebagai variabel intervening baik secara simultan maupun 

parsial. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah regresi data panel dengan menggunakan Random Effect 

Model (REM) dengan waktu penellitian tahun 2009-2013 dengan 

mengunakan Aplikasi Eviews 8.0. Jumlah populasi dalam 

penelitian ini sebanyak 29 kabupaten/kota. Dengan 

menggunakan purposive sampling diperoleh sampel sebanyak 24 

kabupaten/kota. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD, 

DAU, DAK secara bersama-sama berpengaruh terhadap IPM 

dengan Belanja Modal sebagai variabel intervening. Secara 

parsial, PAD berpengaruh positif terhadap IPM melalui Belanja 

Modal, DAU berpengaruh positif terhadap IPM melalui Belanja 

Modal, sedangkan DAK tidak berpengaruh terhadap IPM 

melalui Belanja Modal
30

. 

Mulkan Teguh Sutrisno dan Arif Santoso dengan judul 

penelitian Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 

Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dengan 

Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk memberikan bukti empiris pengaruh Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Tingkat Kemandirian 

Keuangan Daerah dengan Belanja Modal sebagai variabel 

intervening pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Metode 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kuantitatif dengan pengujian regresi berganda dengan melakukan 

uji asumsi klasik sebelum mendapatkan model penelitian terbaik. 

Variabel dalam penelitian ini adalah Pajak Daerah dan Retribusi 

daerah sebagai variabel independen dan Belanja Modal sebagai 

variabel dependen. Jumlah populasi penelitian ini seluruh 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten/kota di Provinsi 

Jawa Timur yang berjumlah 38 dengan menggunakan teknik 

sensus sebagai sampel dari tahun 2015 - 2019. Hasil dari 
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penelitian ini adalah : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal, Pajak 

Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat 

Kemandirian Keuangan Daerah dan Retribusi daerah dan 

Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat 

Kemandirian Keuangan Daerah pada kabupaten/kota di Propinsi 

Jawa Timur
31

. 

 

H. Sistematika Penulisan  

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan 

memudahkan dalam pemahaman skripsi ini, maka disusunlah 

sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

 

BAB I Pendahuluan 

Dalam pendahuluan dapat dijumpai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta 

sistematika penulisan. 

 

BAB II Landasan Teori dan Pengajuan Hipotesis  

Pada pokok bahasan ini akan diuraikan landasan teori dan 

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta hipotesis yang 

digunakan dalam skripsi ini. 

 

BAB III Metodologi Penelitian 

Dalam bab ini akan dikaji lebih dalam mengenai variabel 

penelitian dan definisi operasional, cara penulisan menentukan 

sampel, jenis dan sumber data yang digunakan penulis, metode 

pengumpulan data dan metode analisis. 
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BAB IV Hasil dan Pembahasan 

Terdiri dari deskripsi obyek penelitian, analisis data dan 

pembahasan. Pada bagian deskripsi obyek penelitian dibahas 

secara deskriptif variabel-variabel yang berkaitan dengan 

masalah penelitian. Tujuan dari analisis data adalah 

menyerdehanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah 

dibaca dan diinterpretasikan. Pembahasan merupakan bagian dari 

isi laporan penelitian yang mendiskusikan implikasi dari 

analaisis data dan interpretasi yang dibuat oleh peneliti. 

 

BAB V Penutup 

Merupakan uraian singkat mengenai keseluruhan hubungan 

antara variabel bebas dengan variabel terkait dan dari hasil 

penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu 

acuan pembentukan kebijakan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Teori Yang Digunakan  

 

1. Teori Stakeholder (Stakeholder Theory) 

Istilah stakeholder pertama kali diperkenalkan oleh 

Stanford Research Institute (RSI) pada tahun 1963. Menurut 

Freeman mendefinisikan bahwa stakeholder merupakan 

kelompok maupun individu yang dapat mempengaruhi atau 

dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan organisasi
32

. 

Menurut Ghozali dan Chairiri, Stakeholder Theory menyatakan 

bahwa perusahaan atau organisasi bukanlah entitas yang hanya 

beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus 

memberikan manfaat bagi stakeholdernya (stakeholders, 

kreditor, konsumen supplier, pemerintah, masyarakat, analis, 

dan pihak lain)
33

.  

Berdasarkan Peraturan MENPAN Nomor 54 Tahun 

2011, Pemangku kepentingan (stakeholder) adalah pihak-pihak 

dari dalam dan luar organisasi (internal dan eksternal) yang 

berkepentingan dan berpengaruh terhadap kinerja, eksistensi, 

dan kelangsungan organisasi. Pemangku kepentingan internal 

adalah masyarakat yang menjadi bagian dalam pelaksanaan 

asosiasi atau organisasi pemerintahan. Sedangkan pemangku 

kepentingan eksternal adalah individu yang berada di luar 

asosiasi atau kantor yang harus dididik untuk agar dapat 

membina hubungan yang baik. Organisasi sektor publik 

memiliki cakupan sektor yang lebih luas serta beragam. 

Pemerintahan daerah harus sejalan dengan kepentingan rakyat. 
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Pemerintah selaku pemegang kekuasaan dalam roda 

pemerintahan harus menekankan aspek kepentingan rakyat 

selaku stakeholder. Pemerintah harus mampu mengelola 

kekayaan daerah, pendapatan daerah serta asset daerah untuk 

kesejahteraan rakyat sesuai yang terkandung dalam Undang-

Undang Dasar pasal 33 yang menyatakan bahwa seluruh 

kekayaan alam yang dikuasai pemerintah harus digunakan dan 

dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat
34

. Pasal 33 pasal itu 

menyebutkan bahwa seluruh kekayaan alam yang dikuasai 

pemerintah harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat, salah 

satunya dengan menggunakan pendapatan daerah untuk belanja 

modal. Ini dapat digunakan secara langsung sebagai komunitas 

atau sebagai pemangku kepentingan. Apabila pajak, retribusi, 

dana distribusi umum dan distribusi khusus dialokasikan untuk 

belanja modal, maka akan mempengaruhi kepuasan masyarakat 

terhadap pemerintah daerah sebagai pemegang saham
35

. 

Peraturan MENPAN Nomor 54 Tahun 2011 

menjelaskan bahwa implikasi dari adanya Stakeholder theory 

dalam pemerintahan memberikan konsekuensi pemerintahan 

daerah harus mampu menyelenggarakan pemerintahannya 

sendiri. Upaya dalam meningkatkan kemandirian daerah perlu 

dilakukan optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah 

dengan meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi 

daerah. Pajak daerah memiliki karakteristik salah satunya yaitu 

sifatnya yang memaksa, namun demikian masyarakat juga perlu 

memiliki kesadaran wajib pajak. Masyarakat pengguna layanan 

publik juga perlu memiliki kesadaran wajib retribusi. Menurut 

Susilawati dalam Tulenan et all kesadaran wajib pajak 
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merupakan keadaan dimana wajib pajak mengetahui, 

memahami dan melaksanakan kewajibannya secara tepat dan 

kesukarelaan tanpa adanya imbalan
36

. Terkait dengan 

peningkatan pendapatan asli daerah, Pemerintah mempunyai 

hak atau kekuatan politik dalam mengatur pajak dan kewajiban 

sebagai pendapatan daerah, dan pemerintah menerima pajak dan 

kewajiban untuk memajukan pembangunan ekonomi daerah. 

Menurut Darwanis dan Ryanda Saputra  menjelaskan bahwa 

pendapatan asli daerah menjadi tulang punggung dalam 

pembiayaan daerah. Kemampuan suatu daerah menggali sumber 

PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan 

daerah tersebut. dalam konribusinya terhadap APBD dimana 

semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan 

semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah 

pusat. Sumber keuangan yang berasal dari PAD memberi arti 

yang sangat penting bagi pemerintah daerah karena dapat 

dipergunakan sesuai dengan keinginan pemerintah daerah dalam 

menjalankan roda pemerintahan untuk mensejahterahkan 

masyarakatnya
37

. Apabila PAD dapat dioptimalkan dan dikelola 

secara professional dengan menemukan keunggulan budaya dan 

potensi asli daerah serta kemauan yang kuat dari seluruh 

stakeholder, maka akan dapat menumbuhkan daya saing daerah 

yang kompetitif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

melalui program yang pro-rakyat
38

.  
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Teori stakeholder relevan untuk dijadikan suatu grand 

teori pada penelitian ini untuk menjelaskan faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi peningkatan PAD. Peran para 

stakeholder internal maupun eksternal khususnya masyarakat 

sebagai pembayar pajak dan pengguna layanan publik dan 

manajer publik sebagai pengelolanya atau ketiganya bisa 

disebut sebagai pelaku ekonomi sangat mempengaruhi dan 

dipengaruhi demi pencapaian tujuan bersama yaitu 

peningkatan pendapatan asli daerah yang akan dimanfaatkan 

untuk kesejahteraan bersama. 

 

2. Teori Otonomi Daerah 

Indonesia adalah negara yang megakui adanya otonomi 

daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, 

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah 

untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang 

dimaksud dengan otonomi yang nyata adalah keleluasaan 

daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di 

bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta 

tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah. Yang dimaksud 

dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa 

perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi 

pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud 

tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam 

mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan 

pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, 

pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, 

serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan 

daerah serta antardaerah dalam rangka menjaga keutuhan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, 

penguatan dalam otonomi daerah harus dapat membuka 

kesempatan yang sama dan seluas-luasnya bagi setiap pelaku 

dalam rambu-rambu yang disepakati bersama sebagai jaminan 

terselenggaranya social order.  
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Dengan demikian otonomi daerah dapat dipahami 

sebagai wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau 

daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan 

wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri. Pengertian lebih 

luad dapat dipahami sebagai wewenang atau kekuasaan pada 

suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk 

kepentingan wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri mulai 

dari ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan keuangan 

termasuk pengaturan sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai 

dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungannya
39

.  

  

3. Teori Development From Below  

Menurut Davey dalam Anggoro teori development from 

below berpendapat bahwa orang akan lebih bersedia 

membayar pajak kepada pemerintah daerah daripada kepada 

pemerintah pusat karena mereka dapat secara mudah melihat 

manfaat langsung dalam pembangunan di daerah mereka
40

. 

Semakin besar dan nyata hasil pembayaran pajak dan 

retribusi tersebut maka akan mendorong masyarakat untuk 

patuh atau taat dalam pembayaran pajak
41

 dan retribusi 

daerah, sehingga terjadi peningkatan penghasilan asli daerah 

tersebut. Berdasarkan pendapat tersebut terlihat pentingnya 

pajak daerah bagi pembangunan daerah. Selain itu, manfaat 

dari pajak daerah dapat secara langsung dilihat oleh 

masyarakat di daerah. Bahl dan Smoke, berpendapat bahwa: 

"local government taxes must be politically acceptable. One 

rule of thumb is that les visible taxes tend to be more 

acceptable." Pajak pemerintah daerah harus secara politik 
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dapat diterima. Dimana pajak dalam keputusan penetapan 

struktur, besarnya tarif, siapa yang harus membayar, sanksi 

terhadap pelanggannya merupakan kesepakatan politis antara 

eksekutif dengan legislative sebagai representasi masyarakat
42

. 

4. Pendapatan Asli Daerah 

a. Definisi Pendapatan Asli Daerah 

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah 

Pasal 1 menyatakan bahwa: “Pendapatan asli daerah, 

selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh 

daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan”.  

PAD adalah penerimaan yang bersumber dari sektor 

pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, 

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-

lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD adalah pendapatan 

yang diperoleh dari potensi daerah baik dari sektor pajak, 

retribusi atau hasil daerah yang sah yang digunakan untuk 

pendanaan dan pembangunan daerah. Upaya meingkatkan 

PAD pada dasarnya ditempuh melalui upaya intensifikasi yang 

diantaranya adanya penyederhanaan prosedur administrasi 

yang dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi masyarakat 

membayar pajak dan retribusi daerah. Dilakukannya 

eningkatan dan pengawasan yang efektif agar tidak terjadi 

penyimpangan dari prosedur pungutan dan pembayaran pajak 

dan retribusi daerah. Peningkatan Sumber Daya Manusia 

dengan mengerahkan sumber daya aparatur dalam pengelolaan 

pendapatan daerah
43

. Sumber daya manusia menjadi salah satu 
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faktor terpenting dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat 

untuk membayar pajak dengan cara diadakannya suatu 

penyuluhan. Dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia 

merupakan kunci dari penerimaan pendapatan suatu daerah. 

Karena sumberdaya manusialah yang memegang peranan 

penting dalam pelaksanaan pemungutan pendapatan suatu 

daerah
44

.  

b. Sumber Pendapatan Asli Daerah  

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah, sumber PAD adalah : 

1) Pajak Daerah 

Pajak daerah adalah. Wajib  pajak adalah orang pribadi 

atau badan yang mempunyai kewajiban membayar pajak, 

memotong pajak dan memungut pajak. 

2) Retribusi Daerah 

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai 

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 

khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah 

Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Pungutan 

atau pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah ini 

bertujuan untuk kepentingan dan kebermanfaatan umum 

serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

Hasil pengelolaan kekayaan daerah adalah penerimaan 

daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah 

dipisahkan. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah 

Pusat dan Daerah mengklasifikasikan jenis hasil 
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pengelolaan yang dipisahkan menurut objek pendapatan 

yang mencakup laba atas penyertaan modal pada 

perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas 

penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN 

dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan 

milik swasta maupun kelompok masyarakat. 

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 

Lain-lain pendapatan asli darah yang sah berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan 

bahwa ini disediakan untuk menganggarkan penerimaan 

daerah yang tidak termasuk dalam pajak dari hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendpatan 

ini berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. 

Yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah 

meliput : 

a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak 

dipisahkan 

b) Jasa giro 

c) Pendapatan bunga 

d) Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata 

uang asing 

e) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat 

dari penjualan, pengadaan barang ataupun jasa oleh 

pemerintah. 

  



 

 

37 

37 

3. Pajak Daerah 

a) Definisi Pajak Daerah 

Menurut Davey dalam Anggoro, mengemukakan 

bahwa pajak daerah dapat diartikan sebagai
45

: 

1. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan 

pengaturan dari daerah sendiri; 

2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi 

penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah; 

3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut Pemerintah 

Daerah; 

4. Pajak yang dipungut dan didministrsikan oleh Pemerintah 

Pusat tetapi hasil pemungutannya diberikan kepada, 

dibagihasilkan dengan, atau dibebani pungutan.  

 

Menurut Soelarno dalam Lutfi, pajak daerah adalah 

pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada 

daerah, yang pemungutannya diselenggarakan oleh daerah di 

dalam: wilayah kekuasaannya, yang gunanya untuk membiayai 

pengeluaran daerah sehubungan dengan tugas dan 

kewajibannya untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya 

sendiri, dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan
46

. Sedangkan 

menurut Boediono dalam Lutfi Pengertian pajak daerah yaitu 

sebagai hasil tinjauan dari segi siapakah yang berwenang 

memungut pajak. Dalam hal yang memungut pajak adalah 

pemerintah pusat, jenis-jenis pajak dimaksud digolongkan 

sebagai pajak negara yang juga disebut pajak pusat. Sebaliknya 
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jenis-jenis pajak yang pemungutannnya merupakan hak 

pemerintah daerah disebut Pajak Daerah
47

. 

b) Unsur-Unsur Pajak Daerah 

Unsur-unsur diantaranya adalah: 

1. Iuran dari rakyat kepada negara yang berhak 

memungut pajak adalah negara. Iuran tersebut berupa 

uang (bukan barang) 

2. Berdasarkan Undang-undang. Pajak dipungut 

berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang 

serta aturan pelaksanaannya. 

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang 

secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran 

pajak tidak ditunjukkan adanya kontraprestasi 

individual oleh pemerintah 

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, 

yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi 

masyarakat luas. 

 

c) Fungsi Pajak Daerah 

Bertitik tolak pada definisi pajak yang diberikan oleh 

para ahli pajak tersebut, memberi kesan kepada kita bahwa 

pemerintah memungut pajak terutama atau semata mata untuk 

memperoleh uang atau dana untuk membiayai pengeluaran 

pengeluaran pemerintah. Pajak mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam 

pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber 

pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran 

termasuk pengeluaran pembangunan. berdasarkan hal diatas 

maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu
48

 :  
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a. Fungsi Anggaran (budgetir) 

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluarannya dalam 

menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan 

pembangunan. Dimana biaya-biaya tersebut dapat 

diperoleh dari penerimaan pajak. Saat ini pajak digunakan 

untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja 

barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk 

pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan 

pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi 

pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini nantinya dari 

tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan 

pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan 

ini terutama diharapkan dari sektor pajak. 

 

b. Fungsi Mengatur (regulated) 

Pajak mempunyai fungsi yang lebih luas, yakni fungsi 

mengatur (regulerent); dalam arti bahwa pajak itu dapat 

digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 

kebijaksanaan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial. 

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui 

kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengaturnya pajak 

digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan 

tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan dan fungsi 

mengatur itu banyak ditujukan kepada sektor swasta. 

Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, 

baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai 

macam fasilitas keringanan pajak. Dalam fungsi ini pajak  

digunakan untuk mengatur atau melaksanakan 

kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan 

ekonomi, seperti dalam rangka melindungi produksi dalam 

negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi 

untuk produk luar negeri.  

 

 



 

 

40 

40 

c. Fungsi Stabilitas 

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk 

menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas 

harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa 

dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran 

uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak 

yang efektif dan efisien. 

 

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan 

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan 

untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk 

juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat 

membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan 

dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.   

Tujuan pemungutan pajak adalah untuk mencapai 

kondisi ideal dari suatu negara. Pajak juga mempunyai fungsi 

untuk mengatur kebijaksanaan negara dalam ekonomi dan 

sosial, namun fungsi yang terutama adalah sebagai sumber 

keuangan negara, karena dalam anggaran belanja pendapatan 

negara sebagian besar dipenuhi dari sektor pajak. Tujuan dan 

fungsi pajak tidak mungkin terlepas dari tujuan dan fungsi 

negara yang mendasarinya, sehingga pajak yang dipungut dari 

masyarakat akan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat 

itu sendiri. Pajak bukan merupakan satu-satunya sumber 

penerimaan negara. Negara memerlukan pajak untuk memutar 

roda pemerintahan demi kesejahteraan hidup rakyatnya.  

4. Retribusi Daerah 

a) Definisi Retribusi Daerah 

Menurut Windhu, retribusi merupakan iuran yang 

dibayarkan oleh rakyat kepada daerah yang dapat 

dipaksakan sehingga mendapat prestasi kembalinya secara 

langsung. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa 

saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah dia 
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tidak akan dikenakan iuran itu
49

. Retribusi juga dapat 

diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah 

sebagai akibat adanya kontra prestasi yang diberikan oleh 

Pemda/pembayaran tersebut didasarkan atas 

prestasi/pelayanan yang diberikan Pemda yang langsung 

dinikmati secara perseorangan oleh warga masyarakat dan 

pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku
50

. 

Sedangkan menurut UU 28 Tahun 2009, retribusi daerah 

adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau 

diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang 

pribadi atau badan. Salah satu contoh retribusi adalah 

retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit yang 

dikelola oleh pemerintah. Setiap orang yang ingin 

mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit 

pemerintah harus membayar retribusi yang ditetapkan oleh 

pemerintah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan 

kesehatan di rumah sakit. Dari pernyataan di atas dapat 

disimpulkan bahwa retribusi adalah pungutan yang 

dilakukan oleh pemerintah terhadap orang yang 

menggunakan jasa yang disediakan oleh pemerintah dengan 

adanya kontra prestasi secara langsung yang diterima 

masyarakat pengguna jasa dimaksud. 

Retribusi dalam istilah asing disebut dengan user 

charge, user fees atau charging for service. Retribusi 

memiliki karakteristik yang berbeda dengan pajak daerah. 

Pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib 

retribusi atas pemanfaatann suatu jasa tertentu yang 
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disediakan oleh pemerintah
51

. Pada dasarnya pemerintah 

tidak menjual jasanya kepada masyarakat, akan tetapi dalam 

proses penyediaan barang publik dan jasa publik kepada 

masyarakat dibutuhkan biaya untuk menjaga 

ketersediaannya alokasi barang dan jasa tersebut. Oleh 

karena itu, pemerintah memerlukan penerapan kebijakan 

harga atau tarif/user charges yang tepat dengan harapan di 

pihak konsumen bisa merasionalisasi permintaan/demand 

dan di pihak produsen mendapat informasi tentang jumlah 

barang dan jasa yang harus diproduksi. Tarif atau user 

charges atau retribusi merupakan suatu sistem pembayaran 

atau sistem tagihan biaya dimana seseorang mengkonsumsi 

suatu barang dan jasa tertentu yang disediakan oleh 

pemerintah daerah.  

Berkaitan dengan user charges, Fisher menyatakan 

bahwa: "User charges is prices charges by governments for 

specific services or previledge and used tu pay for all part 

the cost of providing those services, which one function is to 

make consumers face the true cost of consumption decisions, 

and creating an incentive for efficient choice." User charges 

adalah harga yang dikenakan pemerintah untuk layanan 

tertentu atau khusus dan digunakan untuk membayar semua 

biaya penyediaan layanan tersebut, yang satu fungsinya 

adalah untuk membuat konsumen menghadapi kenyataan 

biaya atas keputusan mengkonsumsinya, dan menciptakan 

insentif untuk pilihan efisien. 

Selain itu adapula yang mendefinisikan user charges 

sebagai user fees adalah semua biaya yang dikenakan pada 

semua individu untuk penggunaan layanan yang 

memberikan manfaat langsung kepada mereka. user fees 

bisa dianggap sebagai pajak konsumsi, dan bukan harga 
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layanan yang diberikan. Dasar pendapat mereka adalah 

biaya pengguna berupaya menutup biaya operasi saja, 

umumnya dihitung berdasarkan penentuan biaya harga rata-

rata dan cenderung tidak diterapkan pada pendapatan untuk 

program dan fasilitas yang diberikan, tetapi pemerintah kota 

saat ini tengah mempertimbangkan biaya  

Termasuk dalam definisi ini adalah retribusi 

merupakan suatu bentuk pembayaran yang dapat dihindari 

apabila tidak mengkonsumsi layanan tanpa memperhatikan 

apakah layanan yang diberikan berkarakteristik barang 

publik. Biaya lisensi dan surat perizinan merupakan 

pembayaran konsumen kepada pemerintah atas jasa yang 

diberikannya (seperti pengawasan dan pengaturan), serta 

penilaian khusus yang secara langsung terkait dengan manfaat 

yang diterima dan berdampak atas kepemilikan suatu properti. 

b) Golongan Retribusi Daerah 

Retribusi daerah terdiri atas 3 golongan, yaitu: 

a. Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas jasa yang 

disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah 

(pemda) untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan 

umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau 

badan. Contohnya yaitu: Retribusi Pelayanan 

Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersi

han, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda 

Penduduk dan Akte Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan 

Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi 

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi 

Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan 

Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam 

Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 

dan Retribusi Pengujian Kapal Perikanan. 

b. Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa yang 

disediakan oleh pemda dengan menganut prinsip 
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komersial karena pada dasarnya dapat pula 

disediakan oleh sektor swasta. Diantaranya seperti: 

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi 

Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Tempat 

Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat 

Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/ 

Pesanggrahan/Villa, Retribusi Penyedotan Kakus, 

Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan 

Pelabuhan Kapal, Retribusi Tempat Rekreasi dan 

Olah Raga, Retribusi Penyeberangan di Atas Air, 

Retribusi Pengolahan Limbah Cair dan Retribusi 

Penjualan Produksi Usaha Daerah. 

c. Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas 

kegiatan tertentu pemda dalam rangka pemberian izin 

kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan 

untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan 

pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, 

penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, 

sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi 

kepentingan umum dan menjaga kelestarian 

lingkungan. Contohnya seperti: Retribusi Izin 

Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat 

Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin 

Gangguan dan Retribusi Izin Trayek. 

 

5.  Belanja Modal  

a. Definisi Belanja Modal 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah mendefinisikan belanja modal 

sebagai pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan 

asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode 

akuntansi. Menurut Permendagri 13 Tahun 2006 Belanja 

Modal didefinisikan sebagai pengeluaran pembelian/ 

pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang 



 

 

45 

45 

memiliki nilai manfaat lebih dari satu tahun untuk digunakan 

kegiatan pemerintahan. Pengeluaran dalam negara Islam harus 

diupayakan untuk mendukung ekonomi masyarakat muslim. 

Pengeluaran pemerintah akan diarahkan pada kegiatan-kegiatan 

pemahaman terhadap Islam dan meningkatkan kesejahteraan 

rakyat. Dengan adanya kebijakan fiskal dalam penjaminan 

kebutuhan primer, maka negara telah membangun suatu 

infrastruktur ekonomi dan dengan itu terbentuklah suatu 

karateristik struktur perekonomian sehingga secara tidak 

langsung negara telah membuka pintu distribusi ekonomi yang 

adil
52

. 

b. Jenis Belanja Modal 

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), belanja 

modal sesuai dengan kategori asset tetap sebagai berikut : 

1. Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang 

digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan 

penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, 

pengurungan, perataan, pematangan tanah, pembuatan 

sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan 

perolehan  ha katas tanah dan sampai tanah dimaksud 

dalam kondisi siap pakai.  

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah 

pengeluaran/biaya yang digunakan untuk 

pengadaan/penggantian dan peningkatan kapasitas 

peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang 

memberikan manfaat lebih dari 12 bulan dan sampai 

peralatan hingga mesin yang dimaksud dalam kondisi siap 

pakai. 
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3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah 

pengeluaran/biaya yang digunakan untuk 

pengadaan/penambahan/penggantian dan termasuk 

pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan 

pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang 

menambah kapasitas sampao gedung dan bangunan 

dimaksud dalam kondisi siap pakai. 

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah 

pengeluaran/biaya yang digunakan untuk 

pengadaan/penambahan/peningkatan pembanguan atau 

pembuatan serta perawatan dan termasuk pengeluaran 

untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan 

irigasi dan jaringan untuk menambah kapasitas sampai 

jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap 

pakai. 

5. Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya 

yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau 

penggantian pembanguanan serta perawatan fisik lainnya 

yakni yang termasuk dalam belanja ini adalah belanja 

modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang 

kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, 

hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah. 

 

6. Pajak Menurut Ekonomi Islam  

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut 

dengan istilah dharibah yang berarti mewajibkan, menetapkan, 

memukul, menerangkan atau membebankan, dan lain-lain. Pajak 

disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta 

setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan 

sebagai sebuah beban. Dengan demikian, pengertian pajak 

(dharibah) tetaplah “beban tambahan” yang dipikulkan kepada 

kaum Muslim untuk kepentingan sendiri, seperti ghanimah, 

shadaqah (zakat dan „ushr), fay‟i (jizyah, kharaj dan „ushr), dan 
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sumber pendapatan sekunder lainnya
53

. Secara bahasa maupun 

tradisi, dharibah dalam penggunaannya memang mempunyai 

banyak arti, namun para ulama memakai dharibah untuk 

menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak 

jelas dalam ungkapan bahwa jizyah dan kharaj dipungut secara 

dharibah, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut 

kharaj merupakan dharibah.  

Jadi, dharibah adalah harta yang dipungut secara wajib 

oleh negara untuk selain jizyah dan kharaj, sekalipun keduanya 

secara awam bisa dikategorikan dharibah
54

.  

Ada tiga ulama yang memberikan definsi tentang pajak, yaitu: 

1. Yusuf Qardhawi berpendapat: 

“ Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib 

pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan 

ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan 

hasilnyauntuk membiayai pengeluaran- pengeluaran umum 

disatu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan 

ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai 

oleh negara” 

 

2.  Gazi Inayah berpendapat: 

“ Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang 

ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang 

bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan 

pemerintah ini sesuai dengan ketentuan si pemilik harta dan 

dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara 

umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi 

pemerintah” 

 

                                                             
53

 Jaharuddin, Bambang Sutrisno, Pengantar Ekonomi Islam, (Jakarta: 

Salemba Diniyah, 2019): 132. 
54

 Gusfahmi, Pajak Dalam Syariah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007. 



 

 

48 

48 

3. Abdul Qadim Zallum berpendapat: 

“ Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada 

kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-

pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada 

kondisi baitul mal tidak ada uang/harta”. 

Mengenai hukum pajak dalam Islam, ada dua 

pandangan yang bisa muncul. Pandangan pertama yakni 

menyetujui kebolehan dari adanya pajak sedangkan 

pandangan kedua yakni yang memandang bahwa penarikan 

pajak merupakan suatu tindakan kezhaliman dan hal tersebut 

merupakan haram. Menurut saya penulis, pajak ialah suatu hal 

yang diperbolehkan. Pendapat ini penulis ambil dengan 

menganggap bahwa pajak ialah sebagai ibadah tambahan 

setelah adanya zakat. Pajak ini bahkan bisa jadi menjadi wajib 

karena sebagai bentuk ketaatan kepada waliyyul amri dimana 

amri tersebut disini ialah pemerintah.  

Pajak dan zakat merupakan dua istilah yang berbeda 

dari segi sumber atau dasar pemungutannya, namun sama 

dalam hal sifatnya sebagai upaya mengambil atau memungut 

kekayaan dari masyarakat untuk kepentingan sosial, zakat 

untuk kepentingan yang diatur agama atau Allah Swt. dalam 

Islam setiap harta ada zakatnya. Jika  harta tersebut 

didiamkan, maka lambat laun akan termakan oleh zakatnya. 

Salah satu hikmah dari zakat ini adalah mendorong setiap 

muslim untuk menginvestasikan hartanya agar bertambah
55

. 

Sedangkan Pajak digunakan untuk kepentingan yang diatur 

Negara melalui proses demokrasi yang sah. Istilah pajak lahir 

dari konsep negara sedangkan zakat lahir dari konsep Islam. 

Perbedaan penerapan kedua pungutan ini menjadi 
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permasalahan ketika dalam hal tertentu terdapat persamaan, 

iaitu keduanya mempunyai kedudukan sama-sama wajib 

ditunaikan oleh masyarakatMeskipun pajak dan zakat pada 

dasarnya hampir sama dalam tujuannya yakni meningkatkan 

kesejahteraan sosial melalui dana yang didapat dari 

masyarakat, sebenarnya terletak beberapa perbedaan yang 

mencolok yang menjadikan kedudukan pajak dan zakat tidak 

bisa disamakan. Perbedaan yang paling dasar dari keduanya 

terletak pada sumber perintahnya. Pajak bersumber dari 

pemerintah yang telah menetapkan pajak tersebut melalui 

Undang-Undang disertai peresetujuan dari parlemen atau 

DPR, sedangkan zakat bersumber dari perintah Allah Swt. 

yang wajib dijalankan umat Islam untuk menjadi orang yang 

beriman. 

Menurut Ibnu Khaldun pajak merupakan tanggungan-

tanggungan yang dibebankan kepada masyarakat yang sesuai 

dengan syariat seperti zakat, pajak bumi (kharaj) dan pajak 

kepala (jizyah) yang digunakan untuk pembangunan negara. 

Pemerintah bertugas untuk menetapkan setiap peraturan 

termasuk pajak dan masyarakat wajib untuk menaati peraturan 

tersebut, hal ini tertera dalam QS. An-Nisa : 59   

  ٖ  ياَ أيَ ُّهَا ال ذِينََ آمَنُوا أَطِيعُوا الل وََ وَأَطِيعُوا الر سُولََ وَأُولِي لَْْمْرَِ مِنْكُمَْ ا 
  فَإِنَْ تَ نَازعَْتُمَْ فِي شَيْءٍَ فَ رُدُّوهَُ إِلَى الل وَِ وَالر سُولَِ إِنَْ كُنْتُمَْ تُ ؤْمِنُونََ باِلل وَِ وَالْيَ وْمَِ

ََِِتأَْوِيلًَ رٌَ وَأَحْسَنَُ  لِكََ خَي ْ ٖ  الْْخِر ذَٰ  

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah 

dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. 

Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka 

kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan 
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hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan 

lebih baik akibatnya. 

Kebijakan penguasa atau pemerintah kepada rakyatnya 

harus bergantung pada kemaslahatan. Artinya, kebijakan yang 

dikeluarkan itu adalah kebijakan yang memaslahatkan rakyat dan 

bangsa termasuk dalam hal ini pajak, bukan ditujukan untuk 

memeras, menyusahkan atau memberatkan rakyat. Namun 

disinilah letak pentingnya memperhatikan prinsip keadilan dalam 

melakukan pemungutan pajak. Pajak adalah bagian dari 

kebijakan pemerintah. Umat muslim sebagaimana dalam Alquran 

diperintahkan untuk taat kepada penguasa. Pajak bersifat 

situasional, yaitu dipungut dari rakyat ketika memang suatu 

negara membutuhkannya untuk melakukan pembangunan.  

Pada zaman kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, 

pemungutan pajak dari rakyat diberlakukan secara berkeadilan 

lalu pajak yang telah dihimpun itu digunakan demi kemakmuran 

rakyatnya. Di zaman itu, pengenaan pajak dibuat supaya tidak 

memberatkan rakyat. Umar mengurangi beban pajak dan 

mereformasi system perpajakan agar tagihan pajak kepada rakyat 

kecil tidak terlalu tinggi.  

a) Konsep Pajak Menurut Abu Yusuf  

Pajak menurut  Yusuf Qardhawi adalah kewajiban yang 

ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada 

negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali 

dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisasi sebagian 

tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin 

dicapai oleh negara. Dalam bahasa Arab pajak disebut kharaj 

yang berasal dari kata kharaj yang berarti mengeluarkan. Secara 

etimologi mempunyai arti sebagai iuran yang wajib dibayar oleh 

rakyat sebagai sumbangan kepada negara / pemerintah 

sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan 
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sebagainya. Penekanan terhadap tanggung jawab penguasa 

merupakan tema pemikiran ekonomi Islam yang selalu dikaji 

sejak awal. Tema ini pula yang ditekankan Abu Yusuf dalam 

surat panjang yang dikirimkannya kepada penguasa Dinasti 

Abbasiyah, Khalifa Harun Al-Rasyid. Dalam hal pajak, ia telah 

meletakan prinsip-prinsip yang jelas yang berabad-abad 

kemudian dikenal oleh para ahli ekonomi sebagai canons of 

taxation. Kesanggupan membayar, pemberian waktu yang 

longgar bagi pembayar pajak dan sentralisasi pembuatan 

keputusan dalam administrasi pajak adalah beberapa prinsip yang 

ditekankannya, misalnya abu Yusuf juga mengangkat kisah 

khalifah Umar bin Khattab yang menghadapi kaum nasrani bani 

Tlaghlab.  

Mereka adalah orang arab yang anti pajak. Maka jangan sekali-

kali kamu engkau jadikan mereka sebagai musuh (karena tidak 

mau membayar pajak), maka ambillah dari mereka pajak dengan 

atas nama sedekah. Karena mereka Sejak dulu mau membayar 

sedekah dengan berlipat ganda asa tidak bernama pajak. 

Dalam bukunya kitab Al-Kharaj, Abu Yusuf 

menguraikan kondisi-kondisi untuk perpajakan, yaitu: 1. 

Charging a justifiable minimum (harga minimum yang dapat 

dibenarkan) 2. No oppression of tax-payers (tidak menindas para 

pembayar pajak) 3. Maintenance of a healthy treasury, 

(pemeliharaan harta benda yang sehat) 4. Benefiting both 

government and tax-payers (manfaat yang diperoleh bagi 

pemerintah dan para pembayar pajak) 5. In choosing between 

alternative policies having the same effects on treasury, 

preferring the one that benefits tax-payers (pada pilihan antara 

beberapa alternatif peraturan yang memeliki dampak yang sama 

pada harta benda, yang melebihi salah satu manfaat bagi para 

pembayar pajak. Abu Yusuf dengan keras menentang pajak 

pertanian. Ia menyarankan agar petugas pajak diberi gaji dan 

perilaku mereka harus diawasi untuk mencegah korupsi dan 
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praktek penindasan. Dan mengusulkan penggantian sistem pajak 

tetap (lumpsum sistem) atas tanah menjadi pajak proporsional 

atas hasil pertanian. Sistem proporsional ini lebih mencerminkan 

rasa keadilan serta mampu menjadi automatic stabilizer bagi 

perekonomian sehingga dalam jangka panjang perekonomian 

tidak akan berfluktuasi terlalu tajam. Bagi Abu Yusuf metode 

pajak secara proporsional dapat meningkatkan pemasukan negara 

dari pajak tanah dari sisi lain mendorong para penanam untuk 

meningkatkan produksinya.Abu Yusuf menyatakan: Dalam 

pandangan saya, sistem perpajakan terbaik untuk menghasilkan 

pemasukan lebih banyak bagi keuangan negara dan yang paling 

tepat untuk menghindari kezaliman terhadap pembayar pajak oleh 

para pengumpul pajak adalah Pajak pertanian yang proporsional. 

Sistem ini akan menghalau kezaliman terhadap para pembayar 

pajak dan menguntungkan keuangan negara. 

7. Kerangka Berfikir  

Kerangka fikir merupakan model konseptual tentang 

bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah 

diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Melalui Belanja 

modal sebagai variabel intervening dimaksudkan untuk melihat 

seberapa berpengaruhkah yang dimiliki oleh masing-masing 

daerah sehingga semakin tinggi belanja modal disuatu daerah 

tersebut sudah mampu untuk membiayai rumah tangganya sendiri 

dan tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat. 

Dalam perkembangan suatu daerah tertentu, target 

realisasi PAD dan memaksimalkan potensi sangat penting guna 

mewujudkan tingkat perekonomian yang baik. Provinsi Lampung 

memiliki pajak daerah dan retribusi daerah sebagai pendapatan 

asli daerah sehingga dalam pelaksanannya harus mengoptimalkan 

potensi-potensi dari berbagai sector ekonomi guna meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Kerangka pemikiran 

dalam penelitian ini adalah bahwa pembentukan tinggi rendahnya 

Pendapatan Asli Daerah dari realisasi pajak daerah, retribusi 
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daerah serta melalui belanja modal sebagai variabel intervening, 

maka dapat disusun suatu kerangka berfikir dalam penelitian 

seperti yang disajikan dalam gambar dibawah ini. 

    

      

   

                          

                       

    

 

 

 

Gambar 1.1 

Kerangka Berfikir 

 Keterangan : 

    

   = hubungan langsung secara parsial  

= hubungan langsung secara simultan 

   = hubungan tidak langsung 

8. Pengajuan Hipotesis  

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas rumusan 

masalah penelitian. Secara umum dari pengertian di atas kesimpulan 

yang bisa digunakan dalam penentuan hipotesis penelitian adalah : 

a. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah  

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan 

utama bagi pemerintahan suatu daerah, dimana setiap 

peningkatan pajak daerah akan mempengaruhi peningkatan 

pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian, adanya 

hubungan antara pajak daerah dengan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) yaitu jika jumlah penerimaan pajak daerah mengalami 

kenaikan maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mengalami 

Pendapatan 

Asli Daerah 

Retribusi 

Daerah 

Belanja 

Modal 

PAD 

Pajak 

Daerah  



 

 

54 

54 

kenaikan
56

. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu untuk 

mengoptimalkan sumber pendapatan daerah yang berasal dari 

PAD.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tiara 

Kencana (2022) mengemukakan bahwa pajak daerah 

berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

Namun adanya perbedaan yang ditunjukkan oleh penelitian 

yang dilakukan oleh Ni Nengah Desi Lasari (2016) yang dimana 

dikatakan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh terhadap 

Pendapatan Asli Daerah disebabkan oleh faktor banyaknya 

sumber pajak yang belum digali secara optimal. 

H1 : Variabel Pajak Daerah memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap Pendapatan Asli Daerah yang ada di Provinsi 

Lampung pada tahun 2015-2022 

 

b. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Retribusi daerah berperan sebagai sumber pendapatan asli 

daerah (PAD) yang berfungsi sebagai anggaran guna 

membiayai seluruh kebutuhan sehari-hari pemerintahan dan 

juga pembangunan daerah. Sebagaimana dengan pajak daerah, 

retribusi daerah juga harus dapat dikembangkan oleh 

pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan 

pembangunan dan tata kelola. Semakin optimal penerimaan 

retribusi daerah menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah 

daerah dalam menggali sumber PAD semakin meningkat, 

sehingga memberikan efek yang baik terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah
57

. 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hani Sri 

Mulyani dan Siska Ayu Ramdini (2021) yang mengungkapkan 

bahwa retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah
58

. Namun lain hal dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Tiara Kencana (2022) yang berpendapat 

sebaliknya bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap 

Pendapatan Asli Daerah dikarenakan pada umumnya 

pemerintah di Provinsi Bengkulu kurang dalam melakukan 

optimalisasi pungutan retribusi daerah
59

. 

H2 : Variabel Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Lampung pada tahun 2015-

2022 

 

c. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah 

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu 

bentuk peran masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi 

daerah.  Pajak daerah dan retribusi daerah menjadi komponen 

penting dalam penerimaan pendapatan asli suatu daerah. 

Peningkatan pendapatan asli daerah dan pendapatan masyarakat 

merupakan sasaran penting dari kegiatan pengembangan potensi 

ekonomi daerah.  
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Berdasarkan penelitian dari Senda Yunita Leatemia 

Tahun 2017 berpendapat bahwa pajak daerah dan retribusi 

daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap pendapatan 

asli daerah
60

. Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian yang 

dikemukakan oleh Sri Amelia Rizki dkk Tahun 2021
61

.  

H3 : Variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh 

signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi 

Lampung pada tahun 2015-2022 

 

d. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Belanja Modal  

Pajak daerah dibayar oleh pihak-pihak yang berhubungan 

langsung dengan berbagai saran dan prasarana yang disediakan 

oleh pemerintah. Sumber pendapatan dalam bentuk pajak 

daerah ini harus dioptimalkan oleh pemerintah daerah untuk 

meningkatkan kekayaan daerah sehingga sarana dan prasarana 

publik dapat diperoleh dengan lebih baik oleh masyarakat. 

Apabila masyarakat membayar pajak dengan rutin secara 

langsung maka akan menambah keuangan daerah sehingga 

dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

daerah dan hal tersebut dapat meningkatkan pelayanan publik. 

Dengan kata lain, semakin tinggi pendapatan pajak suatu daerah 

maka semakin tinggi pula tingkat belanja modal yang diperoleh 

pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penelitian dari Sigit Adi 

P., LMS. Kristiyanti dan Sri Laksmi Pardanawati (2021) 

menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan 

terhadap Belanja Modal.  

Ha4 : Variabel Pajak Daerah berpengaruh dan signifikan 

terhadap Belanja Modal di Provinsi Lampung pada tahun 2015-

2022 
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e. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal  

Dalam UU 28 Tahun 2009 retribusi daerah adalah 

pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian 

izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh 

pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

Menurut penelitian Sianturi Tahun 2010 yang menyatakan 

bahwa retribusi daerah ini berpengaruh positif tidak signifikan 

terhadap belanja modal
62

. Sedangkan menurut I Komang Sudika 

dan I Ketut Budiartha Tahun 2017 menemukan bahwa retribusi 

daerah tidak berpengatuh terhadap belanja modal
63

. Dengan 

demikian point utama dari retribusi daerah ini adalah adanya 

imbalan langsung yang dapat dinikmati oleh masyarakat. 

Namun dalam praktiknya, masih banyak keluhan dijumpai atas 

pelayanan publik yang disediakan tidak maksimal oleh 

pemerintah daerah. Maka hal ini bertentangan dengan teori yang 

dikemukakan dalam development from below yang berasumsi 

bahwa seseorang akan lebih bersedia untuk membayar pungutan 

kepada pemerintah daerah karena mereka merasa akan secara 

langsung dapat merasakan manfaatnya.  

Ha5 : Variabel Retribusi Daerah memiliki pengaruh terhadap 

Belanja Modal yang ada di Provinsi Lampung tahun 2015-2022 
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f. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja 

Modal 

Pajak daerah dan retribusi merupakan sumber 

pendapatan daerah yang penting untung membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya pemerintah daerah 

memerlukan sumber-sumber dana regional yang diperoleh 

pengalokasian dana belanja modal, oleh karena itu diperlukan 

sumber-sumber pembiayaan yang cukup besar supaya daerah 

dapat mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah dan retribusi 

daerah sebagai pendapatan asli daerah yang dialokasikan daerah 

untuk membiayai pembangunan, sehingga dengan demikian 

pemerintah daerah harus mempunyai hak katas penerimaan 

pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan demikian peranan 

pajak daerah dan retribusi daerah penting dalam membangun 

sarana dan prasarana untuk kepentingan masyarakat.  

Berdasarkan penelitian dari M Zahari Tahun 2018 

mengemukakan pendapat bahwa pajak daerah dan retribusi 

daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, yang 

artinya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah meningkat 

maka alokasi belanja modal akan meningkat pula
64

. Namun hal 

tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dikemukakan oleh 

Sandry Yossi Mamonto dkk Tahun 2015 yang menyatakan 

pajak daerah dan retribusi daerah tidak memiliki pengaruh 

terhadap belanja modal
65

. 

H6 : Variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh 

Terhadap Belanja Modal di Provinsi Lampung Tahun 2015-

2022 
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g. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan 

Asli Daerah Melalui Belanja Modal  

Belanja modal berkaitan erat dengan Pendapatan Asli 

Daerah. Peningkatan Belanja Modal dalam suatu daerah 

memiliki dampak pada peningkatan penerimaan pajak daerah 

dan retribusi daerah yang dapat mempengaruhi keberlangsungan 

kebutuhan dalam pembiayaan pembangunan daerah. Belanja 

modal memiliki perananan penting karena memiliki masa 

manfaat jangka panjang untuk memberikan pelayanan kepada 

publik. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan 

daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. 

Maka pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk 

anggaran belanja modal dalam anggaran pendapatan belanja 

daerahnya. Sehingga pemerintah daerah dapat melakukan 

pemungutan yang bersifat retribusi dan pajak atas infrastruktur 

yang telah dibangun untuk pelayan publik tersebut sebagai 

upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.  

H5 : Belanja Modal memediasi Pajak Daerah Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah 

H6 : Belanja  Modal memediasi Retribusi Daerah Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah
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